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Oleh 

 

DESFITIA RAMADHANIA 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan 

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 

Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Jenis penelitian ini menggunakan 

deskriptif kuantitatif. Populasi dan sampel pada penelitian ini sama yaitu Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu. Sumber data penelitian ini 

menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

penelitian menggunakan teknik dokumentasi berupa data arsip laporan keuangan 

KJKS BMT El Ihsan dan teknik wawancara kepada pihak Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah BMT El Ihsan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa KJKS 

BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 termasuk ke dalam kategori sehat. 

Tahun 2017 memperoleh skor kesuluruhan sebesar 88, tahun 2018 memperoleh 

skor kesuluruhan sebesar 91,75, dan tahun 2019 memperoleh skor keseluruhan 93. 

Berdasarkan skor tersebut KJKS BMT El Ihsan termasuk ke dalam predikat 

tingkat kesehatan kategori sehat dengan rentang skor 81 – 100 menurut Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 

: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF THE HEALTH LEVEL OF SHARIA FINANCIAL SERVICES 

COOPERATIVES IN THE PERSPECTIVE OF THE REGULATION OF THE 

MINISTER OF STATE COOPERATIVE AND SMALL MEDIUM 

ENTERPRISES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER : 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

(Study on KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Year 2017-2019) 

 

By 

 

DESFITIA RAMADHANIA 

 

 

 

This study aims to determine the health level of the Islamic Financial Services 

Cooperative BMT El Ihsan Pringsewu for the 2017-2019 period, in review of the 

Regulation of the State Minister for Cooperatives and Small and Medium 

Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. 

This type of research uses descriptive quantitative. The population and sample in 

this study are the same, namely the Sharia Financial Services Cooperative BMT 

El Ihsan Pringsewu. Sources of data in this study using primary data sources and 

secondary data. The research data collection technique used documentation 

techniques in the form of archived data on KJKS BMT El Ihsan financial 

statements and interview techniques with the BMT El Ihsan Sharia Financial 

Services Cooperative. The results of this study indicate that KJKS BMT El Ihsan 

Pringsewu in 2017-2019 is included in the healthy category. In 2017 it got an 

overall score of 88, in 2018 it got an overall score of 91.75, and in 2019 it got an 

overall score of 93. Based on this score KJKS BMT El Ihsan is included in the 

predicate of the health level in the healthy category with a score range of 81-100 

according to the Ministerial Regulation State Cooperatives and Small and 

Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Banyaknya lembaga keuangan makro maupun mikro yang tersebar di Indonesia 

saat ini belum mencapai kondisi yang cukup baik. Hal ini terbukti banyaknya 

lembaga keuangan mikro yang hanya mengejar pendapatan masing-masing, 

sehingga tujuan utamanya terabaikan. Khususnya dalam pengembangan ekonomi 

masyarakat kelas bawah. Kredit yang diberikan berbagai lembaga keuangan 

sampai saat ini masih didominasi kredit konsumtif, sehingga laju ekonomi 

masyarakat cenderung konsumtif, dan kurang produktif. 

 

Munculnya koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat di Indonesia sebagai 

lembaga keuangan mikro, menawarkan solusi bagi masyarakat kelas bawah. 

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan 

usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan 

melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan 

ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuan pendirian koperasi, 

menurut Undang-Undang Perkoperasian adalah memajukan kesejahteraan anggota 

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. 

 

Bersamaan dengan fenomena masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak 

bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariah. 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai diperbincangkan banyak orang ketika 

menyikapi maraknya pertumbuhan Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) di Indonesia. 

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya 

berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-
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usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi 

pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegiatan ekonominya (Soemitra, 2018). 

 

BMT didirikan dengan tujuan untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak 

terjangkau oleh pelayanan Bank Islam atau BPR Islam. Prinsip operasinya 

didasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli dan titipan. Karena itu meskipun mirip 

dengan Bank Islam, BMT memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat 

kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan serta pelaku usaha kecil yang 

mengalami hambatan bila berhubungan dengan Bank (Huda & Heykal, 2010). 

 

Lembaga keuangan mikro syariah membantu masyarakat untuk memiliki usaha 

atau pengembangan usaha. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT juga berperan 

penting dalam masyarakat (Huda & Heykal, 2010), diantaranya: 

1. Menjauhkan masyarakat dari praktek non syariah.  

Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami arti pentingnya 

melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah serta tidak 

merugikan satu sama lainnya. 

2. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. 

BMT aktif untuk mengetahui bagaimana perkembangan usaha para anggota. 

3. Melepaskan masyarakat dari sikap ketergantungan terhadap rentenir. 

BMT harus lebih baik lagi dalam melayani masyarakat ataupun anggotanya 

yang membutuhkan dana. 

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. 

BMT harus bersikap rata terhadap masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan 

cara evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas. 

 

Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan 

keuangan syariah karena sebagian besar masyarakatnya adalah muslim. Ekonomi 

syariah di Lampung pada umumnya sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. 

Lampung dinilai cukup baik dalam pengembangan keuangan syariah di Indonesia, 

khususnya pada sektor mikro. Lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul 
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Maal Wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Jasa Keungan Syariah (KJKS) lainnya di 

Lampung bekembang cukup baik (Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021). 

 

Berikut ini data perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Provinsi Lampung tahun 2018-2020, menurut data Dinas Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah Provinsi Lampung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Arsip Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, 2020. 

 

Gambar  1. Perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

Provinsi Lampung Tahun 2018-2020 

 

Pada gambar 1 menjelaskan bahwa jumlah koperasi Provinsi Lampung dari tahun 

2018-2020 mengalami peningkatan. Jumlah koperasi tahun 2020 sebanyak 5.653 

unit. Secara kelembagaan mengalami peningkatan sebanyak 230 unit koperasi dari 

jumlah koperasi tahun 2019 sebanyak 5.423 unit. Jumlah koperasi tahun 2020 

yang ada terdiri dari 2.087 (36,92%) koperasi yang aktif dan 3.566 (63,08%) 

koperasi yang tidak aktif. Meskipun koperasi saat ini berkembang cukup baik, 

namun kepatuhan terhadap prinsip koperasi tidak diterapkan dan salah satu faktor 
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■Aktif 2.476 2.016 2.087 

■Tdk Aktif 2.865 3.407 3.566 
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koperasi tidak aktif salah satunya juga dikarenakan ada keterlambatan dalam 

menjalankan RAT, sehingga banyak koperasi yang tidak aktif atau dibubarkan.  

 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT termasuk Lembaga Keuangan yang harus 

dikelola secara amanah, profesional dan mandiri. Prestasi sebuah Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah bukan ditentukan oleh pendapatan atau laba saja, melainkan 

juga ditentukan oleh kesehatannya. Saat ini banyak lembaga-lembaga keuangan 

yang tidak berkompeten dalam pembiayaan. Dalam Islam ketentuan 

bermuamalah, atau hubungan antar sesama umat manusia, termasuk kegiatan 

dalam ekonomi dan pembiayaan Islam, diizinkan jika tidak ada ketentuan yang 

melarangnya. 

 

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan 

koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat 

(Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007). Penilaian kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat para penilai, gerakan 

koperasi, dan masyarakat agar Koperasi Jasa Keuangan Syariah dapat melakukan 

kegiatan usaha pembiayaan, investasi dan simpanan berdasarkan pola syariah dan 

jati diri koperasi secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

kepada anggota dan masyarakat disekitarnya. 

 

Objek dalam penelitian ini adalah BMT El Ihsan Pringsewu. Kabupaten 

Pringsewu merupakan salah satu kabupaten di Lampung, yang mempunyai masa 

depan yang cukup baik dalam mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah 

(UKM). Banyaknya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tersebar di seluruh 

Kabupaten Pringsewu, mempengaruhi perkembangan Koperasi dan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah. Adanya Koperasi Jasa Keuangan Syariah sangat membantu 

para UKM dalam pembiayaan (Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021). 

 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai berkembang dengan pesat di daerah-

daerah pedesaan sampai tingkat Kecamatan di Kabupaten Pringsewu. Melihat 
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besarnya potensi perkembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kabupaten 

Pringsewu dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya dari segi 

ekonomi masyarakat dan juga mayoritas masyarakat kabupaten Pringsewu 

beragama Islam, maka pembahasan mengenai tingkat kesehatan koperasi syariah 

menjadi pembahasan penting guna meningkatkan profesionalisme dan kompetensi 

dalam pengelolaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah serta untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah di kabupaten 

Pringsewu (Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021).  

 

Terdapat 190 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang tercatat di 

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan dan UKM di Kabupaten Pringsewu. 

Namun, perkembangannya tidak diiringi dengan pengawasan yang baik. Dari 190 

Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu, 

terdapat 105 Koperasi tidak aktif dan 85 Koperasi aktif, 21,18 % merupakan 

Koperasi Syariah. Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT di Kabupaten Pringsewu 

yang masih aktif melaporkan RAT dan mematuhi peraturan Pemerintah salah 

satunya BMT El Ihsan Pringsewu (Diskoperindag Kabupaten Pringsewu, 2021). 

 

Ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang tidak aktif dan ditutup di 

Kabupaten Pringsewu, dikarenakan ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kecurangan terhadap 

pembiayaan (Agustina, 2019). Kepercayaan masyarakat Kabupaten Pringsewu 

pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah mulai menurun akibat banyak kasus 

kecurangan dalam pembiayaan tersebut. Pengawasan diperlukan untuk 

mengontrol agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang akan dicapai, dan 

dari aturan yang telah ditetapkan. Lemahnya sistem pengawasan akan mendorong 

terjadinya kecurangan dan penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi pihak-pihak terkait atau masyarakat secara umum. 

 

Lembaga Keuangan Syariah maupun konvensional sangat rentan terhadap 

kecurangan. Kecurangan yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum yang 

dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi, dengan maksud 
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mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara tidak langsung 

merugikan pihak lain.  

 

Kecurangan manajemen adalah kesalahan penyajian mengenai tingkat kinerja 

perusahaan atau unit organisasi yang sengaja dilakukan oleh karyawan dalam 

peran manajerialnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari 

kecurangan tersebut dalam bentuk promosi, bonus atau insentif lainnya, dan 

simbol status. Kecurangan di Lembaga Keuangan Syariah diantaranya dapat 

berupa pelanggaran terhadap prinsip syariah, kesehatan pembiayaan, serta 

manajemennya. 

 

Kabupaten Pringsewu sudah ada beberapa Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang 

tidak aktif dan ditutup karena melakukan kecurangan-kecurangan terkait dengan 

alokasi sumber dana yang ditujukan pada investasi yang memiliki basis moral 

yang kuat. Hal tersebut menggambarkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan 

Lembaga Keuangan Syariah belum optimal. Apabila hal tersebut diabaikan, 

Lembaga Keuangan Syariah akan menghadapi risiko reputasi (reputation risk) 

yang mengakibatkan kekecewaan masyarakat dan akhirnya dapat merusak citra 

Lembaga Keuangan Syariah. Oleh karena itu, Menteri Negara Koperasi dan UKM 

mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman 

penilaian Koperasi Jasa keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah, untuk 

menganalisis tingkat kesehatan koperasi.  

 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut 

mengenai tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah di Kabupaten 

Pringsewu. Judul skripsi yang diajukan oleh peneliti adalah “Analisis Tingkat 

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Perspektif Peraturan 

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia 

Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi pada KJKS BMT El Ihsan 

Pringsewu Tahun 2017-2019)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut. 

 

Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan 

Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. 

Untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El 

Ihsan Pringsewu Periode 2017-2019, dalam tinjauan Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian 

selanjutnya dan dapat memperkaya ilmu mengenai tingkat kesehatan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 di Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan 

Pringsewu. 

 

2. Manfaat Praktis 

Sebagai masukan bagi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan 

Pringsewu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya di masa yang akan 

datang, terutama kaitannya dalam mencari tingkat kesehatannya. 



 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Koperasi dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 

 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 

sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan 

(Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007) 

 

Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri 

untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui 

pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis (Rudianto, 

2015). Koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi 

masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan 

permasalahan ekonomi yang dihadapinya (Subandi, 2013). 

 

Berdasarkan pengertian Koperasi di atas, dapat disimpulkan bahwa Koperasi 

merupakan badan hukum yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum 

koperasi yang mempersatukan diri untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, 

memenuhi kebutuhan hidup dan masalah ekonomi yang dihadapi dengan 

berdasarkan asas kekeluargan. 

 

Syariah adalah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang 

muslim baik dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang 

muamalah (hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang 

menjadi keyakinannya (OJK, 2021). 



9 
 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah adalah Koperasi yang kegiatan usahanya 

bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola bagi hasil 

sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan. (Peraturan Menteri 

Negara Koperasi dan UKM Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007). 

 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul maal Wa Tamwil (BMT) adalah usaha 

balai mandiri terpadu yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif 

dan investasi dalam meningkatkan kualitas usaha ekonomi pengusaha kecil, 

bawah dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang 

pembiayaan kegitan ekonominya (Ridwan, 2013). 

 

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua 

istilah yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Bitul maal lebih mengarah pada usaha-

usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti zakat, infaq, dan 

shodaqoh, sedangkan baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran 

dana komersial. Usaha usaha tersebut menjadi bagian yang tidak tepisahkan dari 

BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan 

landasan islam (Huda & Heykal, 2010). 

 

Berdasarkan pengertian Koperasi Jasa Keuangan Syariah di atas, dapat 

disimpulkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan lembaga yang 

bersifat sosial keagamaan sekaligus komersial. Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

BMT menjalankan tugas sosialnya dengan cara menghimpun dan membagikan 

dana masyarakat dalam bentuk  zakat, infaq, dan shodaqoh tanpa mengambil 

keuntungan. Disisi lain untuk mencari dan memperoleh keuntungan melalui 

kegiatan kemitraan dengan nasabah baik dalam bentuk penghimpunan, 

pembiayaan, maupun layanan-layanan pelengkapnya sebagai suatu Lembaga 

Keuangan Islam. 

 

Perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah adalah koperasi 

konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan 

anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang kepada anggota 

(Buchori. dkk, 2019). Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut 

pandang penggunaannya, hanya melihat apakah uang pinjaman kembali ditambah 
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dengan bunga, sedangkan pada koperasi syariah hal itu tidak dibenarkan, karena 

setiap transaksi didasarkan atas pengguanaan, apakah untuk pembiayaan atau 

kebutuhan sehari-hari. Keduanya dilakukan berbeda dan dengan pola bagi hasil 

(Buchori. dkk, 2019). 

 

 

2.1.2 Peran dan Fungsi Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 

 

Peran Koperasi Syariah adalah sebagai badan usaha ekonomi yang bertugas 

membantu orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang kegiatan 

usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan pola 

bagi hasil (nisbah). 

 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah memiliki beberapa fungsi, yaitu (Huda & 

Heykal, 2010): 

a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, 

sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit 

defisit (pihak yang kekurangan dana). 

b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah 

yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu 

lembaga/ perorangan. 

c. Sumber pendapatan, Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, dapat 

menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para 

pegawainya. 

d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko 

keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. 

e. Sebagai satu Lembaga Keuangan Mikro Islam yang dapat memberikan 

pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah dan juga koperasi dengan 

kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan UKM tersebut. 
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2.1.3 Tujuan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 

 

Tujuan Koperasi Jasa Jasa Keuangan Syariah BMT memiliki tujuan, yaitu 

(Buchori. dkk, 2019): 

a. Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam.  

b. Mewujudkan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. 

c. Pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota 

berdasarkan kontribusinya. 

d. Kebebasan pribadi dalam kemashlahatan sosial yang didasarkan pada 

pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk kepada Allah. 

  

 

2.1.4 Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 

 

Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah terdiri dari tiga, sebagai berikut. 

a. Manajemen Umum 

Koperasi syariah adalah termasuk lembaga keuangan yang harus dikelola 

secara amanah, profesional dan mandiri. Koperasi Jasa Keuangan Syariah juga 

merupakan faktor pendukung utama dalam mewujudkan pilar perekonomian 

suatu bangsa (umat). Di samping itu juga dituntut untuk melakukan berbagai 

inovasi dan menjalin sinergi dalam mengimplementasikan berbagai program. 

Prestasi sebuah koperasi syariah bukan semata-mata ditentukan oleh 

pendapatan atau laba saja, melainkan juga ditentukan oleh ketepatan 

penyalurannya dan keberhasilan melakukan sinergi dengan lembaga sejenis 

(Buchori. dkk, 2019). 

 

Mengingat begitu pentingnya Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT, maka 

dibutuhkan suatu strategi dan sasaran koperasi syariah yang matang dan 

dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggran Tahunan Koperasi Syariah 

(RKATKS) sebagai acuan pengurus dalam melakukan kegiatan operasional 

koperasi syariah. RKATKS di buat oleh pengelola dan pengurus pada periode 

akhir tahun sehingga awal tahun sudah dapat digunakan sebagai acuan 

operasional. 
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b. Manajemen Risiko 

Resiko manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah pada Unit Jasa Keuangan 

Syariah memiliki lima tingkat risiko yang terdiri atas (Buchori. dkk, 2019): 

1) Risiko Likuiditas 

Kelancaran pengembalian investasi harus tetap dijaga guna memperkecil 

resiko likuiditas Koperasi Jasa Keuangan Syariah. 

2) Risiko Pembiayaan 

Dalam memberikan pembiayaan perlu ditekankan analisa pembiayaan 

yang cermat dengan memperlakukan prisip kehati-hatian. 

3) Risiko Operasional 

Pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang aktiva harus 

dibentuk oleh manajemen Koperasi Jasa Keuagan Syariah yakni sebesar 

0,5% bagi setiap pembiayaan lancar, 10% bagi pembiayaan yang kurang 

lancar, 50% bagi pembiayaan yang diragukan tingkat pengembaliannya 

dan 100% bagi pembiayaan dengan kategori macet. 

4) Risiko Hukum 

Setiap akad-akad perjanjian sedapat mungkin dibuat berdasarkan nota rill, 

dan menyebutkan dalam klausal akad tersebut. Apabila terjadi 

permasalahan dikemudian hari, maka kedua belah pihak akan diselesaikan 

oleh BASYARNAS (Badan Syariah Arbitrase Nasional) atau Pengadilan 

Agama setempat. 

5) Risiko Kepengurusan dan Pengelolaan 

Pengurus dan pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah tidak boleh 

mencampuri usaha-usaha koperasi dengan kepentingan usaha pribadi, 

saudara dan keluarga. Usaha-usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus 

dilakukan secara independent tanpa dicampuri urusan pribadi pengurus 

maupun pengelola. 

 

c. Manajemen Pemasaran 

Pemasaran adalah sistem keseluruahan dari kegiatan usaha koperasi syariah 

yang ditujukan untuk memperkenalkan produk yang ditawarkan, menentukan 

tingkat margin, bagi hasil dan fee, mempromosikan dan mendistribusikan 

aktiva secara produktif dan dapat memberikan keuntungan maksimal baik 
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kepada stakeholder maupun shareholder potensial. Proses pemasaran 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah harus dimulai sebelum terjadinya akad-akad 

pembiayaan (Buchori. dkk, 2019). 

 

 

2.1.5 Produk-Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT 

 

Produk-produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT sebagai berikut (Buchori. 

dkk, 2019). 

a. Produk Pembiayaan 

1) Mudharabah 

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak 

pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 

pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut 

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi 

ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian 

si pengelola. Seandinya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian 

tersebut. 

2) Ba’i al-Murabahah  

Ba’i al-Murabahah adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan 

harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga 

yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. 

3) Ba’i as-salam 

Ba’i as-salam akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan 

pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu 

yang disepakati. 

4) Ba’I al-istishna 

Ba’I al-istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan 

barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati 

antara pemesan atau pembeli (mustashni’) dan penjual atau pembuat 

(shani’). 
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5) Al-ijarah 

Al-ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak 

guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, 

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu. 

 

b. Produk Jasa 

1) Al-wakalah 

Al-wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk 

melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa. 

2) Al-hawalah 

Al-hawalah adalah akad pengalihan utang dari satu pihak yang berutang 

kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. 

3) Al-kafalah 

Al-kafalah Kafalah adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung 

(kafiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan 

pihak kedua (makfuul ‘anhu, ashil). 

4) Ar-rahn 

Ar-rahn adalah akad jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiil) 

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban atau tanggungan pihak 

kedua (makfuul ‘anhu, ashil). 

 

 

2.1.6 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 

 

2.1.6.1 Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan 

Syariah 

 

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan kondisi atau keadaan 

koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. 

Penilaian kesehatan KJKS bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pejabat 

penilai, gerakan koperasi, dan masyarakat agar KJKS dan UJKS Koperasi dapat 

melakukan kegiatan usaha pembiayaan, investasi, dan simpanan berdasarkan jati 

diri koperasi dan pola syariah secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-
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hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan 

manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. 

 

 

2.1.6.2 Sasaran Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 

 

a. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang sehat dan mantap 

sesuai dengan jatidiri Koperasi dan prinsip syariah. 

b. Terwujudnya pengelolaan KJKS dan UJKS Koperasi yang efektif, efisien, dan 

profesional. 

c. Terciptanya pelayanan prima kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan 

atau anggotanya. 

 

 

2.1.6.3 Landasan Kerja Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 

 

Landasan Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan 

Unit Jasa Keuangan Syariah, sebagai berikut: 

a. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan 

nilai-nilai, norma dan prinsip Koperasi sehingga dapat dengan jelas 

menunjukkan perilaku koperasi. 

b. KJKS dan UJKS Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan 

prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional. 

c. KJKS dan UJKS Koperasi adalah alat dari rumah tangga anggota untuk 

mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota 

pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga) sehingga 

berlaku asas menolong diri sendiri (self help). 

d. Maju mundurnya KJKS dan UJKS Koperasi menjadi tanggung jawab seluruh 

anggota sehingga berlaku asas tanggung jawab pribadi (self responsibility). 

e. Anggota pada KJKS dan UJKS Koperasi berada dalam satu kesatuan system 

kerja Koperasi, diatur menurut norma-norma yang terdapat di dalam AD dan 

ART KJKS atau Koperasi yang menyelenggarakan UJKS. 
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f. KJKS dan UJKS Koperasi wajib dapat memberikan manfaat yang lebih besar 

kepada anggotanya jika dibandingkan dengan manfaat yang diberikan oleh 

lembaga keuangan lainnya. 

g. KJKS dan UJKS Koperasi berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam hal 

ini KJKS dan UJKS Koperasi bertugas untuk melaksanakan penghimpunan 

dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya serta 

pembiayaan kepada pihak-pihak tersebut. 

 

 

2.1.6.4 Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah 

 

Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 

menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, meliputi penilaian terhadap 

beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Permodalan 

b. Kualitas Aktiva Produktif 

c. Manajemen 

d. Efisiensi 

e. Likuiditas 

f. Kemandirian dan Pertumbuhan 

g. Jati Diri Koperasi 

h. Kepatuhan Prinsip Syariah 

 

Setiap aspek diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan penilaian 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah, penilaian terhadap setiap aspek dilakukan 

dengan menggunakan system nilai kredit atau reward system yang dinyatakan 

dengan nilai 0-100.  
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2.1.6.5 Penetapan Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa 

Keuangan Syariah 

 

Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan 

aspek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan 

Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007, 

menetapkan  predikat tingkat kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit 

Jasa  Keuangan Syariah yang dibagi dalam empat golongan, sebagai berikut. 

a. Sehat 

b. Cukup Sehat 

c. Kurang Sehat 

d. Tidak Sehat 

 

Penetapan predikat kesehatan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Negara 

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007, sebagai berikut. 

a. Skor penilaian 81-100, memperoleh predikat “Sehat”. 

b. Skor penilaian 66-81, memperoleh predikat “ Cukup Sehat”. 

c. Skor penilaian 51-66, memperoleh predikat “Kurang Sehat”. 

d. Skor penilaian 0-51, memperoleh predikat “Tidak Sehat”. 

 

 

2.1.7 Faktor Tingkat Kesehatan Bank 

 

Berdasarkan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan  

UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah bank dikatakan sehat apabila 

bank tersebut memenuhi ketentuan kesehatan bank dengan memperhatikan aspek 

permodalan, kualitas aset, kualitas manajaemen, kualitas rentabilitas, likuiditas, 

solvabilitas, dan aspek lainnya yang berhubungan dengan bank. Metode CAMEL 

adalah dasar untuk mengukur tingkat kesehatan lembaga keuangan dan metode 

CAMEL termasuk ke dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Republik Indonesia Nomor : 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 yang 

membedakan metode CAMEL dengan Peraturan Menteri tersebut adalah ada 

beberapa tambahan rasio pada setiap aspek dalam Peraturan Menteri. 
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Penilaian kesehatan sebuah bank dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif 

melalui penilaian atas berbagai komponen yang berpengaruh pada kondisi dan 

perkembangan sebuah bank salah satunya adalah dengan menggunakan metode 

CAMEL. CAMEL adalah salah satu alat untuk mengukur tingkat kesehatan bank 

adalah dengan analisis CAMEL yang terdiri dari Capital, Asset, Manajement, 

Earning dan Liquidity (Kasmir, 2018). 

a. Capital (Modal) 

Menurut Bank Indonesia modal merupakan sumber daya dari bank yang 

sangat mahal sehingga bank harus memiliki insentif yang kuat untuk 

mengaturnya seefektif mungkin, yang berfungsi sebagai penyangga untuk 

kemungkinan kerugian sehingga CAR ditetapkan oleh BI adalah 8%. 

b. Asset (Aset) 

Aset merupakan sebuah sumber ekonomi yang dihrapkan dapat memberikan 

manfaat usaha di masa yang akan datang (Kasmir, 2018). Rasio yang 

digunakan yaitu Aktiva Produktif yang diklasifikasikan terhadap Aktiva 

Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif telah dibentuk 

terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk. 

c. Manajement (Manajemen) 

Kualitas manajemen menunjukkan kemampuan manajemen bank untuk 

mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan mengendalikan risiko-risiko 

yang timbul melalui kebijakan-kebijakan dan strategi bisnisnya untuk 

mencapai target (Kasmir, 2018). Risiko Kredit merupakan salah satu faktor 

yang sering menimbulkan masalah pada perbankan yang sangat berpengaruh 

terhadap kualitas manajemen. Rasio yang digunakan yaitu Kredit Bermasalah 

terhadap Total Kredit. 

d. Earning (Pendapatan) 

Earning kata lain dari pendapatan, semakin tinggi pendapatn suatu bank maka 

akan semakin baik pula kinerja bank tersebut (Kasmir, 2018). Rasio yang 

digunakan yaitu Laba Sebelum Pajak terhadap Total Aset (ROA) dan Biaya 

Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). 
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e. Liquidity (Likuiditas) 

Likuiditas adalah kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban 

(Kasmir, 2018). Rasio yang digunakan yaitu Aktiva Lancar terhadap Hutang 

Lancar (Cash Rasio) dan Kredit yang diberikan terhadap Dana Pihak Ketiga 

(LDR). 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang tingkat kesehatan koperasi 

menurut Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menjadi 

referensi dalam penelitian ini. Adapun daftar penelitian terdahulu dapat 

digambarkan pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Asdhiwitanto, 

Rizal. 

Dwiatmanto., 

dan Devi 

Farah Azizah. 

(2015) 

Penilaian Kinerja 

Kesehatan Koperasi 

Berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri 

Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah 

Nomor 

35.3/Per/M.KUKM/

X/2007  

(Studi Kasus pada 

Koperasi Primer 

Tursina, Surabaya) 

Permodalan, 

Kualitas 

Aktiva 

Produksi, 

Manajamen, 

Efisiensi, 

Likuiditas, 

Kemandirian 

dan 

Pertumbuha, 

Jati Diri 

Koperasi, 

Kepatuhan 

Prinsip 

Syariah. 

Berdasarkan hasil analisis 

keuangan Koperasi Primer 

Tursina Surabaya menurut 

Standar Klasifikasi Koperasi, 

maka kinerja keuangan Koperasi 

Primer Tursina Surabaya tahun 

2013 dapat dikatakan “Cukup 

Sehat”, yang telah sesuai dengan 

Surat Keputusan Menteri 

Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah Nomor 

35.3/Per/M.KUKM/XII/2007, 

dan termasuk dalam kriteria 

“Cukup Patuh” dalam 

menjalankan peraturan peraturan 

Menteri Koperasi untuk 

menjalankan kelangsungan 

hidup koperasi dan anggotanya. 

2. Sudaryanti, 

Dedeh Sri 

dan Nana 

Sahroni. 

(2017) 

Analisis Kesehatan 

Koperasi Simpan 

Pinjam Berdasarkan 

Aspek Permodalan, 

Manajemen, 

Likuiditas, Serta 

Kemandirian Dan  

Aspek 

Permodalan, 

Manajemen, 

Likuiditas, 

Kemandirian 

dan 

Hasil penelitian menunjukkan 

berdasarkan aspek permodalan 

dengan menilai tiga rasio 

dinyatakan bahwa KSP SPB 

dalam kondisi sehat.  
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Tabel  1. Penelitian Terdahulu Lanjutan 

No. Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

  Pertumbuhan  

(Studi Empiris 

Simpenan 

Pameungkeut Banda 

(SPB) pada 

Koperasi Simpan 

Pinjam (KSP) di 

Kota Tasikmalaya 

Tahun 2015) 

Pertumbuhan Berdasarkan aspek manajemen 

dinyatakan sehat. Berdasarkan 

aspek likuiditas menunjukkan 

KSP SPB berada pada keadaan 

likuid dan sehat. Berdasarkan 

aspek kemandirian dan 

pertumbuhan juga menunjukkan 

angka yang rendah yang 

menunjukkan kemampuan KSP 

SPB untuk menghasilkan laba 

dinilai rendah dibandingkan asset 

maupun modal sendiri yang 

digunakan. 

3.  Syofyan, 

Andriani 

dan Ervina.  

(2017) 

Analisis Tingkat 

Kesehatan Koperasi 

Jasa Keuangan 

Syariah Baitul 

Maal Wat Tamwil 

dengan Metode 

Camel 

Capital, 

Asset, 

Manajement, 

Earning, 

Liquidity. 

Hasil penelitian menujukkan 

bahwa penilaian KJKS BMT 

Kota Padang tahun 2013-2015 

dengan metode CAMEL pada 

KJKS BMT Batuang Taba 

sebesar 82,5 dengan tingkat 

kesehatan sehat, pada KJKS 

BMT Padang Besi sebesar 76,7 

dengan tingkat kesehatan cukup 

sehat, dan pada KJKS BMT 

Parak Karakah 77,2 dengan 

tingkat kesehatan cukup sehat. 

4. Anwari, M. 

Khairul dan 

Wahyuni 

Ramadhani. 

(2018) 

Pengukuran 

Kesehatan pada 

Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah 

(KJKS) Berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Negara Koperasi, 

Usaha Kecil dan 

Menengah RI 

N0.07/Per/Dep.6/IV

/2016 (Studi Kasus 

KJKS Kalbar 

Madani Kalimantan 

Barat) 

Permodalan, 

Kualitas 

Aktiva 

Produksi, 

Manajamen, 

Efisiensi, 

Likuiditas, 

Kemandirian 

dan 

Pertumbuha, 

Jati Diri 

Koperasi, 

Kepatuhan 

Prinsip 

Syariah. 

Hasil pengukuran kesehatan 

pada Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah Kalbar Madani (KJKS-

KM) Pontianak pada tahun 2014 

sebesar 76,34, kemudian pada 

tahun 2015 sebesar 79,07 dan 

tahun 2016 sebesar 78,35. Ini 

berarti penetapan predikat 

tingkat kesehatan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah Kalbar 

Madani (KJKS-KM) Pontianak 

pada tahun2014-2016 memiliki 

predikat cukup sehat, karena 

berada pada rentang skor 66,00 ≤ 

X < 80,00berdasarkan Peraturan 

Menteri Negara Koperasi, dan 

Usaha Kecil dan Menengah 

RINo.07/Per/Dep.6/IV/2016. 

5. Bhakti, 

Triyoga 

Harvenda. 

Topowijono.

, dan Maria 

Goretti Wi 

Endang  NP. 

(2018) 

Analisis Kesehatan 

Koperasi 

Berdasarkan 

Peraturan Menteri 

Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik 

Indonesia Nomor  

Permodalan, 

Kualitas 

Aktiva 

Produksi, 

Manajamen, 

Efisiensi, 

Likuiditas, 

Kemandirian 

dan 

Pertumbuha, 

Jati Diri  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa koperasi Setia Bhakti 

selama tahun 2013-2015 

mendapatkan predikat cukup 

sehat. Skor yang didapatkan 

pada tahun 2013 adalah 73.25 

dan tahun 2014 mendapatkan 

skor 73.25, sedangkan pada 

tahun 2015 mendapatkan skor 

72. Berdasarkan skor tersebut 

tingkat kesehatan koperasi Setia  
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Tabel  1. Penelitian Terdahulu Lanjutan 

No Penulis Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

  14/Per/M.KUK

M/XII/2009  

(Studi pada KSP 

Setia Bhakti 

Kota Kediri 

Periode 2013-

2015) 

Koperasi. Bhakti berada pada kategori 60≤ 

x <80, sehingga mendapatkan 

predikat cukup sehat. 

6. Harto, Prayogo 

P. Umi 

Amaliah., dan 

Sri Mulyati. 

(2018) 

Penilaian 

Tingkat 

Kesehatan 

Koperasi Syariah 

Berdasarkan 

Peraturan 

Kementerian 

Koperasi dan 

UKM 

 

Permodalan, 

Kualitas 

Aktiva 

Produksi, 

Manajamen, 

Efisiensi, 

Likuiditas, 

Kemandirian 

dan 

Pertumbuha, 

Jati Diri 

Koperasi, 

Kepatuhan 

Prinsip 

Syariah. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat kesehatan 

Koperasi Syariah X tahun 2017 

memperoleh skor 61,99 

dikategorikan dalam 

Pengawasan. 

Sumber: Jurnal (Data Dikelola 2020) 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu sebagai berikut. 

1. Menggunakan perhitungan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah RI Nomor : 35.3/Per/K.KUKM/X/2007. 

2. Objek pada penelitian ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El 

Ihsan Pringsewu. 

3. Periode penelitian ini tahun 2017-2019. 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

 

Kerangka Pemikiran merupakan sintesa tentang hubungan variabel yang disusun 

dari berbagai teori yang telah dideskripsikan (Sugiyono, 2019). Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah merupakan Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di 

bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola syariah. Penilaian 

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah berpedoman pada Keputusan Menteri 

Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Kesehatan KJKS 
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dianalisis berdasarkan beberapa aspek meliputi aspek permodalan, kualitas aktiva 

produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri 

koperasi, dan kepatuhan prinsip syariah. Dari analisis tingkat kesehatan tersebut, 

dapat diperoleh skor penilaian untuk menentukan apakah KJKS berada dalam 

kategori sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. 

a. Aspek Permodalan 

1) Rasio modal sendiri terhadap total modal, KJKS dikatakan sehat apabila 

rasio ini mencapai maksimal 20%. artinya KJKS telah mampu menyimpan 

dana dan menumbuhkan kepercayaan anggota. 

2) CAR, KJKS dikatakan sehat apabila nilai rasio mencapai 8% atau lebih. 

Artinya KJKS telah mampu menyediakan dana untuk mengatasi risiko 

yang mungkin terjadi. 

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Terdiri dari tiga rasio yaitu, rasio piutang dan pembiayaan bermasalah piutang 

berisiko dan pembiayaan berisiko PAR (Portfolio Asset Risk), dan Rasio 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan 

Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD), KJKS 

dikatakan lancar atau sehat apabila pembiayaan dan piutang tepat waktu dan 

tidak ada tunggakan. 

c. Aspek Manajemen 

Terdiri dari lima komponen meliputi manajemen umum, kelembagaan, 

permodalan, aktiva, dan likuiditas. Dapat dikatakan sehat apabila KJKS telah 

memenuhi aturan sesuai dengan peraturan kementerian. 

d. Aspek Efisiensi 

Terdiri dari tiga rasio yaitu, rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio 

aktiva tetap terhadap total aset, dan rasio efisiensi staff. KJKS dikatakan sehat 

apabila mampu memberikan pelayanan yang efisiensi kepada anggota dari 

penggunaan aset yang dimiliki. 

e. Aspek Likuiditas 

Terdiri dari dua rasio yaitu, rasio kas dan rasio pembiayaan. KJKS dikatakan 

likuid apabila KJKS tersebut dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh 

tempo. 
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f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Terdiri dari tiga rasio yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan 

kemandirian operasional. KJKS dikatakan sehat apabila KJKS mampu 

meningkatkan perolehan laba. Semakin tinggi persentase ketiga rasio semakin 

sehat kondisi KJKS. 

g. Aspek Jati Diri Koperasi 

Terdiri dari dua rasio yaitu, Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) dan rasio 

partisipasi bruto, semakin tinggi persentase kedua rasio semakin sehat KJKS. 

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 

Dapat dikatakan sehat apabila KJKS memenuhi aturan prinsip syariah menurut 

peraturan kementerian yang sudah ditetapkan. 

 

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Data diolah, 2021. 

Gambar  2. Kerangka Pemikiran 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 

kuantitatif, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, dengan menggunakan angka-

angka untuk menjelaskan karakteristik individu atau kelompok (Syamsuddin & 

Damayanti, 2011). 

 

Penelitian ini penulis mendeskripsikan mengenai penilaian Kesehatan Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 yang dinilai 

berdasarkan Aspek Permodalan, Aspek Kualitas Aktiva Produktif, Aspek 

Manajemen, Aspek Efisiensi, Aspek Likuiditas, Aspek Kemandirian dan 

Pertumbuhan, Aspek Jati Diri Koperasi, serta Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah. 

 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019). 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterisktik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2019). 

 

Populasi dan sampel pada penelitian ini sama yaitu Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah BMT El Ihsan Pringsewu. 
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3.3 Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2018). Data diperoleh secara langsung dari pihak-

pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti yaitu Manajer Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah BMT atau yang mewakili. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data, misalnya 

lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2018). Dalam penelitian ini 

yang termasuk data sekunder adalah laporan keuangan Koperasi Jasa 

Keuangan Syariah BMT Pringsewu tahun 2017-2019, serta studi pustaka pada 

jurnal, buku, artikel, berita ataupun skripsi yang masih berhubungan dengan 

penelitian ini. 

 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi 

dan wawancara. 

a. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

birografi atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas 

tertentu. Bisa merupakan dokumen tertulis seperti arsip, data base, surat-surat 

yang berkaitan dengan suatu peristiwa (Sugiyono, 2019). Metode dokumentasi 

dalam penelitian ini lebih menekankan pada pencarian fakta dan pengumpulan 

data dalam bentuk arsip laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah 

BMT El Ihsan Pringsewu. 
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b. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2019). Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara 

secara terstruktur kepada pihak Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT El 

Ihsan Pringsewu yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor: 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007. 

 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 

Data yang telah terkumpul selanjutnya diolah dan dianalisis dengan kebutuhan 

penelitian. Data yang diperoleh dari laporan keuangan Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah BMT El Ihsan Pringsewu dan dilakukan analisis dengan perhitungan 

menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik 

Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian 

Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keungan Syariah yang 

terdiri dari delapan aspek, sebagai berikut: 

 

a. Aspek Permodalan 

Penilaian pada aspek permodalan dilakukan dengan dua rasio yaitu 

perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal 

(CAR). Skor akhir untuk aspek permodalan diperoleh dengan cara 

menjumlahkan kedua rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. 

Perhitungan kedua rasio sebagai berikut: 

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

............................................................................(3.1) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset, 

diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 2. Skor dan Kriteria Rasio Modal Sendiri terhadap Total  Aset 

Rasio 

Permodalan 

(%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot Skor 

(%) 
Skor Kriteria 

0 0 5 0 
0 - 1,25 Tidak Sehat 

1,26 – 2,50 Kurang Sehat 

2,51 – 3,75 Cukup Sehat 

3,76 – 5,00 Sehat 

5 25 5 1,25 

10 50 5 2,50 

15 75 5 3,75 

20 100 5 5,00 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek permodalan. 

 

2) Rasio Kecukupan Modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) 

............................................................................(3.2) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio kecukupan modal, diperoleh hasil 

yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 3. Skor dan Kriteria Rasio Kecukupan Modal 

Rasio 

Permodalan 

(%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot Skor 

(%) 
Skor Kriteria 

< 6 25 5 1,25 Tidak Sehat 

6 - <7 50 5 2,50 Kurang Sehat 

7 - <8 75 5 3,75 Cukup Sehat 

≥ 8 100 5 5,00 Sehat 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek permodalan. 

 

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif 

Penilaian pada aspek kualitas aktiva produktif didasarkan pada tiga rasio yaitu 

Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang 

dan pembiayaan, Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan 

berisiko PAR (PortfolioAsset Risk), dan Rasio Penyisihan Penghapusan 
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Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif 

yang Wajib Dibentuk (PPAPWD). Skor akhir untuk aspek kualitas aktiva 

produktif diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio tersebut setelah 

dilakukan perhitungan. Perhitungan ketiga rasio sebagai berikut: 

1) Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap Jumlah 

Piutang dan Pembiayaan 

...............................(3.3) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio di atas, diperoleh hasil yang kemudian 

dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Skor dan Kriteria Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan 

Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan Pembiayaan 

Rasio Piutang dan 

Pembiayaan Bermasalah 

terhadap Jumlah Piutang 

dan Pembiayaan  (%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot 

Skor 

(%) 

Skor Kriteria 

>12 25 10 2,50 0 – < 2,5 Tidak Lancar 

9 – 12 50 10 5,00 2,5 – < 5 Kurang Lancar 

5 - 8 75 10 7,50 5 – < 7,5 Cukup Lancar 

<5 100 10 10,00 7,5 – 10 Lancar 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek kualitas aktiva produktif. 

 

c. Aspek Manajemen 

Aspek manajemen terdiri dari lima komponen meliputi manajemen, umum, 

manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan 

manajemen likuiditas. Skor pada aspek manajemen diperoleh dengan cara 

melakukan wawancara langsung. Penilaian lima komponen sebagai berikut: 

1) Manajemen Umum 

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen umum: 
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Tabel 5. Pertanyaan Aspek Manajemen Umum 

No Manajemen Umum Positif/Negatif 

1. 
Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki visi, misi dan 

tujuan yang jelas. 
 

2. 

Apakah KJKS/UJKS Koperasi telah memiliki rencana 

kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan 

dan dijadikan sebagai acuan KJKS/UJKS Koperasi 

dalam menjalankan usahanya. 

 

3. 

Apakah KJKS/UJKS Koperasi memiliki rencana kerja 

tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan 

usaha selama 1 tahun. 
 

4. 
Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek 

dengan rencana jangka panjang. 
 

5. 

Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerjadiketahui 

dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan 

seluruh karyawan. 
 

6. 
Pengambilan keputusan yang bersifat operasional 

dilakukan oleh pengelola secara independent. 
 

7. 

Pengurus dan atau pengelola KJKS/UJKS Koperasi 

memiliki komitmen untuk menangani permasalahan 

yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan 

yang diperlukan. 

 

8. 

KJKS/UJKS koperasi memiliki tata tertib kerja SDM 

yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja 

yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan. 
 

9. 

Pengurus KJKS/UJKS koperasi yang mengangkat 

pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional 

sehari-hari yang cenderung menguntungkan 

kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya 

sehingga dapat merugikan KJKS/UJKS Koperasi. 

 

10. 

Anggota KJKS/UJKS Koperasi sebagai pemilik 

mempunyai kemampuan untuk meningkatkan 

permodalan KJKS/UJKS Koperasi sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 

 

11. 

Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KJKS/UJKS 

Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional 

tidak melakukan hal-hal yang cenderung 

menguntungkan diri sendiri, keluarga dan 

kelompoknya, atau berpotensi merugikan KJKS/UJKS 

Koperasi. 

 

12. 

Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan 

wewenangnya secara efektif. 
 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan 

jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada 

manajemen umum: 
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Tabel 6. Penilaian dan Kriteria Manajemen Umum 

Positif Nilai Kredit Bobot Kriteria 

1 0,25  

2 0,50  

3 0,75  
4 1,00  
5 1,25 0 – 0,75 Tidak Baik 

6 1,50 0,76 – 1,50 Kurang Baik 

7 1,75 1,51 – 2,25 Cukup Baik 

8 2,00 2,26 – 3,00 Baik 

9 2,25  
10 2,50  

11 2,75  

12 3,00  
Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk 

memperoleh  skor aspek manajemen. 

 

2) Manajemen Kelembagaan 

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen kelembagaan: 

 

Tabel 7. Pertanyaan Aspek Manajemen Kelambagaan 

No Manajemen Kelembagaan Positif/

Negatif 

1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan 

KJKS/UJKS Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau 

perangkapan jabatan. 

 

2. KJKS/UJKS Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk 

masing-masing karyawannya. 
 

3. Di dalam struktur kelembagaan KJKS/UJKS Koperasi terdapat 

struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas syariah. 
 

4. KJKS/UJKS Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan 

Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). 
 

5. KJKS/UJKS Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM 

dan SOP KJKS/UJKS Koperasi. 
 

6. KJKS/UJKS Koperasi mempunyai system 

pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting. 
 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan 

jawaban  positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada 

manajemen kelembagaan: 

 



31 
 

Tabel 8. Penilaian dan Kriteria Manajemen Kelembagaan 

Positif Nilai Kredit 

Bobot 

Kriteria 

1 0,50  
2 1,00 0 – 0,75 Tidak Baik 

3 1,50 0,76 – 1,50 Kurang Baik 

4 2,00 1,51 – 2,25 Cukup Baik 

5 2,50 2,26 – 3,00 Baik 

6 3,00  
Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk 

memperoleh  skor aspek manajemen. 

 

3) Manajemen Permodalan 

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen permodalan: 

 

Tabel 9. Pertanyaan Aspek Manajemen Permodalan 

No Manajemen Permodalan Positif/Negatif 

1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih 

besar dari tingkat pertumbuhan asset. 
 

2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari 

anggota sekurang kurangnya sebesar 10% 

dibandingkan tahun sebelumnya. 

 

3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar 

dari seperempat SHU tahun berjalan 
 

4. Simpanan wadi’ah simpanan mudharabah simpanan 

mudharabah berjangka koperasi meningkat minimal 

10% dari tahun sebelumnya 

 

5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan 

ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri 
 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan 

jawaban  positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada 

manajemen permodalan: 
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Tabel 10. Penilaian dan Kriteria Manajemen Permodalan 

Positif 
Nilai Kredit 

Bobot 
Kriteria 

1 0,60 
0 – 0,75 Tidak Baik 

0,76 – 1,50 Kurang Baik 

1,51 – 2,25 Cukup Baik 

2,26 – 3,00 Baik 

2 1,20 

3 1,80 

4 2,40 

5 3,00 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk 

memperoleh  skor aspek manajemen. 

 

4) Manajemen Aktiva 

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen aktiva: 

 

Tabel 11. Pertanyaan Aspek Manajemen Aktiva 

No Manajemen Aktiva Positif/Negatif 

1. Pembiayaan dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 

90 % dari pembiayaan yang diberikan 
 

2. Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan 

agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari 

pembiayaan yang diberikan kecuali pembiayaan bagi 

anggota sampai dengan 1 juta rupiah. 

 

3. Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih 

besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan. 
 

4. Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih 

sekurang-kurangnya sepertiganya. 
 

5. KJKS/UJKS Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan 

dilaksanakan dengan efektif. 
 

6. Memiliki kebijakan cadangan penghapusan 

pembiayaan dan piutang bermasalah 
 

7. Dalam memberikan pembiayaan KJKS/UJKS Koperasi 

mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian. 
 

8. Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan 

dana dilakukan melalui komite. 
 

9. Setelah pembiayaan diberikan KJKS/UJKS 

Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan 

pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan mudharib 

dalam memenuhi kewajibannya. 

 

10. KJKS/UJKS Koperasi melakukan peninjauan, penilaian 

dan pengikatan terhadap agunannya. 
 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 
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Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan 

jawaban  positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada 

manajemen aktiva. 

 

Tabel 12. Penilaian dan Kriteria Manajemen Aktiva 

Positif 
Nilai Kredit 

Bobot 
Kriteria 

1 0,30  
2 0,60  
3 0,90  
4 1,20 0 – 0,75 Tidak Baik 

5 1,50 0,76 – 1,50 Kurang Baik 

6 1,80 1,51 – 2,25 Cukup Baik 

7 2,10 2,26 – 3,00 Baik 

8 2,40  
9 2,70  

10 3,00  
Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk 

memperoleh  skor aspek manajemen. 

 

5) Manajemen Likuiditas 

Berikut ini adalah pertanyaan aspek manajemen likuiditas: 

 

Tabel 13. Pertanyaan Aspek Manajemen Likuiditas 

No Manajemen Likuiditas Positif/Negatif 

1. Memiliki kebijaksanaan tertulis mengenai 

pengendalian likuiditas 
 

2. Memiliki fasilitas pembiayaan yang akan diterima dari 

lembaga syariah lain untuk menjaga likuiditasnya. 
 

3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk 

memantau kewajiban yang jatuh tempo. 
 

4. Memiliki kebijakan pembiayaan dan piutang sesui 

dengan kondisi keuangan KJKS/UJKS koperasi 
 

5. Memiliki system informasi manajemen yang 

memadai untuk pemantauan likuiditas 
 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan 

jawaban positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada 

manajemen aktiva. 
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Tabel 14. Penilaian dan Kriteria Aspek Manajemen Likuiditas 

Positif 
Nilai Kredit 

Bobot 
Kriteria 

1 0,60 
0 – 0,75 Tidak Baik 

0,76 – 1,50 Kurang Baik 

1,51 – 2,25 Cukup Baik 

2,26 – 3,00 Baik 

2 1,20 

3 1,80 

4 2,40 

5 3,00 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai komponen ini. Kemudian digunakan untuk 

memperoleh  skor aspek manajemen. 

 

d. Aspek Efisiensi 

Aspek efisiensi terdiri dari tiga rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap 

pelayanan, rasio aktiva tetap terhadap total asset, dan rasio efisiensi staf. Skor 

akhir untuk aspek efisiensi diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio 

tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan ketiga rasio sebagai 

berikut: 

1) Rasio BOPO Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto 

......................................................................(3.4) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio BOPO terhadap Partisipasi Bruto, 

diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 15. Skor dan Kriteria Rasio BOPO terhadap Partisipasi Bruto 

Rasio BOPO terhadap 

Pelayanan (%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

>100 25 4 1 Tidak Efisien 

85 - 100 50 4 2 Kurang Efisien 

69 - 84 75 4 3 Cukup Efisien 

0 - 68 100 4 4 Efisien 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek efisiensi. 
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2) Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset 

............................................................................(3.5) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset, 

diperoleh hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 16. Skor dan Kriteria Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset 

Rasio aktiva 

tetapterhadapTotal Modal 

(%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

76 – 100 25 4 1 Tidak Baik 

51 - 75 50 4 2 Kurang Baik 

26 – 50 75 4 3 Cukup Baik 

0 – 25 100 4 4 Baik 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek efisiensi. 

 

3) Rasio Efisiensi Staff 

........................................................(3.6) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio efisiensi staff, diperoleh hasil yang 

kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 17. Skor dan Kriteria Rasio Efisiensi Staff 

Rasio Efisiensi Staff 

(Org) 

Nilai 

Kredit 
Bobot (%) Skor Kriteria 

<50 25 2 0,5 Tidak Baik 

50 – 74 50 2 1 Kurang Baik 

75 – 99 75 2 1,5 Cukup Baik 

>99 100 2 2,0 Baik 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek efisiensi. 
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e. Aspek Likuiditas 

Aspek Likuiditas terdiri dari dua rasio yaitu Rasio Kas dan Rasio Pembiayaan. 

Skor akhir untuk aspek likuiditas diperoleh dengan cara menjumlahkan kedua 

rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan kedua rasio sebagai 

berikut: 

1) Rasio Kas 

..............................................................(3.7) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio kas, diperoleh hasil yang kemudian 

dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 18. Skor dan Kriteria Rasio Kas 

Rasio Kas (%) 
Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<14 dan >56 25 10 2,5 Tidak Likuid 

(14–20) dan (46–56) 50 10 5,0 Kurang Likuid 

(21–25) dan (35–45) 75 10 7,5 Cukup Likuid 

(26–34) 100 10 10 Likuid 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek likuiditas. 

 

2) Rasio Pembiayaan 

...................................................................(3.8) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio pembiayaan, diperoleh hasil yang 

kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 19. Skor dan Kriteria Rasio Pembiayaan 

Rasio Pembiayaan (%) 
Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<50 25 5 1,25 Tidak Likuid 

51 - 75 50 5 2,50 Kurang Likuid 

76 - 100 75 5 3,75 Cukup Likuid 

>100 100 5 5,00 Likuid 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 
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Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek likuiditas. 

 

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan 

Aspek kemandirian dan pertumbuhan terdiri dari tiga rasio yaitu Rentabilitas 

Aset, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional. Skor akhir untuk 

aspek kemandirian dan pertumbuhan diperoleh dengan cara menjumlahkan 

ketiga rasio tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan ketiga rasio 

sebagai berikut: 

1) Rasio Rentabilitas Aset 

...........................................(3.9) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio rentabilitas aset, diperoleh hasil yang 

kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 20. Skor dan Kriteria Rasio Rentabilitas Aset 

Rasio Rentabilitas 

Aset (%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<5 25 3 0,75 Rendah 

5 - 7,4 50 3 1,50 Kurang 

7,5 - 10 75 3 2,25 Cukup 

>10 100 3 3,00 Tinggi 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan. 

 

2) Rasio Rentabilitas Ekuitas 

 x 100%.................................................................(3.10) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio rentabilitas ekuitas, diperoleh hasil 

yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 21. Skor dan Kriteria Rasio Rentabilitas Ekuitas 

Rasio Rentabilitas 

Ekuitas (%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<5 25 3 0,75 Rendah 

5 - 7,4 50 3 1,50 Kurang 

7,5 - 10 75 3 2,25 Cukup 

>10 100 3 3,00 Tinggi 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan. 

 

3) Rasio Kemandirian Operasional 

.............................................................(3.11) 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio kemandirian operasional, diperoleh 

hasil yang kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 22. Skor dan Kriteria Rasio Kemandirian Operasional 

Rasio Kemandirian 

Operasional (%) 

Nilai 

Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<100 25 4 1 Rendah 

100 - 125 50 4 2 Kurang 

126 - 150 75 4 3 Cukup 

>150 100 4 4 Tinggi 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek kemandirian dan pertumbuhan. 

 

g. Aspek Jati Diri Koperasi 

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio yaitu rasio 

Partisipasi Bruto dan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA). Skor akhir 

untuk jati diri koperasi diperoleh dengan cara menjumlahkan ketiga rasio 

tersebut setelah dilakukan perhitungan. Perhitungan kedua rasio sebagai 

berikut: 
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1) Rasio Partisipasi Bruto 

                      Jumlah Partisipasi Bruto 

                                                                     x 100% ..... (3.12) 

Jumlah Partisipasi Bruto+Transaksi Non Anggota 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio partisipasi bruto, diperoleh hasil yang 

kemudian dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 23. Skor dan Kriteria Rasio Partisipasi Bruto 

Rasio Partisipasi 

Bruto (%) 
Nilai Kredit 

Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<25 25 5 1,25 Rendah 

25 – 49 50 5 2,50 Kurang 

50 – 75 75 5 3,75 Cukup 

>75 100 5 5,00 Tinggi 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek jati diri koperasi. 

 

2) Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) 

         MEP+SHU Bagian Anggota 

                                      x 100% .................................... (3.13) 

 Total Simpanan Pokok+Wajib 

 

Setelah dilakukan perhitungan rasio PEA, diperoleh hasil yang kemudian 

dikategorikan sebagai berikut: 

 

Tabel 24. Skor dan Kriteria Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (PEA) 

Rasio PEA  (%) Nilai Kredit 
Bobot 

(%) 
Skor Kriteria 

<5 25 5 1,25 Tidak Bermanfaat 

5 – 7,99 50 5 2,50 Kurang Bermanfaat 

8 – 11,99 75 5 3,75 Cukup Bermanfaat 

>12 100 5 5,00 Bermanfaat 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 
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Hasil yang sudah diperoleh dan dikategorikan berdasarkan tabel, maka 

diperoleh skor untuk menilai rasio ini dan kemudian digunakan untuk 

memperoleh skor aspek jatidiri koperasi. 

 

h. Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 

Aspek ini terdiri dari sepuluh pertanyaan. Berikut adalah pertanyaan untuk 

aspek kepatuhan prinsip syariah: 

 

Tabel 25. Pertanyaan Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 

No Manajemen Umum Positif/Negatif 

1. Akad dilaksanakan sesuai tata cara syariah.  
2. Penempatan dana pada bank syariah.  
3. Adanya Dewan Pengawas Syariah.  
4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari 

lembaga keuangan syariah. 
 

5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, 

Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan pendiri dan 

anggota yang diselenggarakan secara berkala. 

 

6. Manajemen KJKS/UJKS Koperasi memiliki 

sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga 

keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang 

kompeten. 

 

7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk 

membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan 

pengelola dalam 1 tahun. 

 

8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalahdigunakan 

pendekatan syariah. 
 

9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota.  
10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan 

system syariah dari waktu ke waktu. 
 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Dari wawancara yang dilakukan penilaian komponen ini berdasarkan jawaban  

positif yang diperoleh, berikut adalah penilaian dan kriteria pada aspek 

keptuhan prinsip syariah: 
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Tabel 26. Penilaian dan Kriteria Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah 

Positif 
Nilai Kredit 

Bobot 
Kriteria 

1 1  

2 2  
3 3  

4 4 0 – 2,50 Tidak Patuh 

5 5 2,50 – 5,00 Kurang Patuh 

6 6 5,01 – 7,50 Cukup Patuh 

7 7 7,51 – 10,00 Patuh 

8 8  

9 9  

10 10  
Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

Bobot penilaian terhadap keseluruhan aspek dan komponen kesehatan 

tersebut ditetapkan sebagai berikut: 

 

Tabel 27. Bobot Penilaian Seluruh Aspek 

No Aspek  Komponen 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

1. Permodalan 

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset 

 
 

5 

10 
b. Rasio kecukupan modal 

 
 

5 

2. 
Kualitas Aktiva 

Produktif 

a.  Rasio Tingkat Piutang dan Pembiayaan 

Bermasalah terhadap Jumlah Piutang dan 

Pembiayaan. 

 

 
 

b. Rasio Portifolio terhadap Jumlah Piutang 

dan Pembiayaan 

 

 
 

c. Rasio PPAP terhadap PPAPWD 

 
 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

20 
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No Aspek  Komponen 

Bobot 

Penilaian 

(%) 

 

3. 

Manajemen 

a. Manajemen Umum 3 

15 

b. Manajemen Kelembagaan 3 

c. Manajemen Permodalan 3 

d. Manajemen Aktiva 3 

e. Manajemen Likuiditas 3 

4. Efisiensi 

a. Rasio BOPO Pelayanan terhadap 

Partisipasi Bruto 

 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

b. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset  

 
 

 

 

4 

c. Rasio Efisiensi Staf 

 
 

2 

5. Likuiditas 

a. Rasio Kas  

 
 

10 

15 
b. Rasio Pembiayaan  

 
 

5 

6. 

Kemandirian 

dan 

Pertumbuhan 

a. Rentabilitas Aset 

 
 

3 

10 
b. Rentabilitas Ekuitas 

 
 

3 

c. Kemandirian Operasional Pelayanan 

 x 100% 

 

4 

7. 
Jati Diri 

Koperasi 

a. Rasio Partisipasi Bruto 

 
 

5 

10 

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) 

 
 

5 

8. Kepatuhan 

Prinsip Syariah 

Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Syariah 10 10 

 TOTAL   100 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

Tabel 27. Bobot Penilaian Seluruh Aspek Lanjutan  
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Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap delapan aspek diperoleh 

skor secara keseluruhan pada tabel diatas. Skor dimaksud dipergunakan untuk 

menetapkan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi. Berikut tabel 

penetapan predikat tingkat kesehatan KJKS/UJKS koperasi: 

 

Tabel 28. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KJKS/UJKS Berdasarkan 

Skor Total 

Skor Predikat 

81 – 100 Sehat 

66 - < 81 Cukup Sehat 

51 - < 66 Kurang Sehat 

0 - < 51 Tidak Sehat 

Sumber: Permen Nomor: 35.3/Per/K.KUKM/X/2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis dan pembahasan tentang Analisis Tingkat Kesehatan 

Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dalam Perspektif Peraturan Menteri Negara 

Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 (Studi Pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu Tahun 

2017-2019), maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: 

 

Tabel 59. Predikat Tingkat Kesehatan KJKS BMT El Ihsan Tahun 2017-2019 

Tahun Total Skor Predikat Tingkat Kesehatan 

2017 88 Sehat 

2018 91,75 Sehat 

2019 93 Sehat 

Sumber: Data diolah, 2021. 

 

KJKS BMT El Ihsan Pringsewu memperoleh total skor 88 dengan predikat tingkat 

kesehatan sehat di tahun 2017, penetapan predikat menurut Peraturan Menteri 

penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada 81 – 

100. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu mendapat total skor 91,75 dengan predikat 

tingkat kesehatan sehat di tahun 2018, penetapan predikat menurut Peraturan 

Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai berada pada 

rentang 81 – 100. KJKS BMT El Ihsan Pringsewu mendapat total skor 93 dengan 

predikat tingkat kesehatan sehat di tahun 2019, penetapan predikat menurut 

Peraturan Menteri penilaian kesehatan KJKS dikatakan sehat apabila skor nilai 

berada pada rentang 81 – 100. 

 

Pada aspek permodalan, aspek kualitas ativa produktif, aspek manajemen, aspek 

efisiensi, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jati diri koperasi, dan aspek 
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kepatuhan prinsip syariah pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 

telah memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik, sedangkan pada aspek 

likuiditas pada KJKS BMT El Ihsan Pringsewu tahun 2017-2019 belum mampu 

memenuhi kriteria kesehatannya dengan baik.  

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan analisis dan simpulan, terdapat saran-saran yang diajukan dalam 

peneltian, sebagai berikut: 

1. Saran Teoritis 

Peneliti disarankan untuk menambah objek penelitian Koperasi Jasa Keuangan 

Syariah dan menambah jumlah periode yang diteliti. 

 

2. Saran Praktis 

Bagi KJKS BMT El Ihsan Pringsewu diharapkan dapat mempertahankan 

kondisi kesehatan KJKS serta meningkat pada setiap aspek di tahun 

berikutnya. KJKS BMT El Ihsan dalam mematuhi prinsip syariah, dalam 

kategori patuh. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan kondisi ini pada 

tahun berikutnya, agar tercapai tujuan KJKS BMT secara syariah. KJKS BMT 

El Ihsan Pringsewu untuk aspek manajemen KJKS sudah menjalankan dengan 

baik. Diharapkan KJKS dapat mempertahankan aspek manajemennya pada 

tahun berikutnya. 
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